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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2012

l

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dalam ranglka melaksanakan ketentuan Peasal 9 Peraturen Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanasn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Perjabaran Pertanggungjawaban Peclaksanaan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
FPelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanje Dasrah Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan darn Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Feraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor €4,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);



2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tenteng Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36&8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42836);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor €6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubaha
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4&44);



9.

16

3
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

0.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembzran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

|.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruncang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indones:a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nornor 59);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangz Kedudukan Keuengan Kepala Daerah dan Wakil Kepzla

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

i

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noraor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4502);

.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

.Peraturan Pemerintah Nomor &4 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

2

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembsran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

J.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembzran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Normor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

3

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stardar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

b

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaren Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 'ndonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)

]
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5
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tzhun 2010 tentang Pengadaan Bareng/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kecua Atas

Peratruran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahur 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturarn Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Ates Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraruran Menteri Dalam Negeri Republik [ndonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendeapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tenteng Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

J.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tenteng Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerahh Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah cdan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Prcvinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerje Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daereh Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 8);

3. Peraturan Daeralhh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Sumatera Jtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lernbarar Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);



Menetapkan

b
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumetera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumetera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daersh Provinsi
Sumatera Utara Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumetera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahen Lembaran Daerzh Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan den Belanja Deerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 4);

37.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2011 (Lembaran Daeran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 3);

38.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 2,

Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG FPENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 3.578.462.081.779,94
b. Dana Perimbangan Rp. 1.373.897.545.087,00
c. Lain-lain Peridapatan vang Sah Rp. 6.122.275.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 4.958.481.901.866,94
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3.

Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp.
2). Belenja Bunga Rp.
3). Belanja Subsidi Rp.
4). Belanja Hibah Rp.
9). Belenja Bentuan Sosial Rp.
©). Belanja Bagi Hasil Rp.
7). Belenja Bentuan Keuangan Rp.
&). Belanja Tidak Terduga Rp.

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

Surplus
Pembiayaan
a. Peneriraan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

1). Belenja Pegawai Rp.
2). Belanja Barang dan Jasa Rp.
3). Belenja Modal Rp.

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

758.989.635.595,00
0,00

0,00
307.507.090.000,00
44.335.343.000,00
801.034.520.611,00
427.157.797.713,60
154.500.000,00

Rp. 2.339.178.886.919,60

156.928.569.370,00
1.052.122.330.201,00
1.063.237.376.759,00
Rp. 2.272.298.276.330,00
Rp. 4.611.477.163.249,60

Rp. 347.004.738.617,34

404.884.722.999,28
30.917.70€.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

fiisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2011

Rp. 373.967.016.999,28
720.971.755.616,6%

=



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pesal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal b

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gan Peraturan Gubernur ini dengen penempatannya

Agar setiap orang men getahuinya, memerintahkan pengundan

dalam Berita Daerah Provinsi aumatera Utara.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Okrober 2012
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal e Oiebur 2019

STTKRETARIS DAERAH PRQOVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR %}



